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KATA PENGANTAR

PujiSyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis telah
berhasil menyelesaikan buku ini karena merasa tertantang
untuk dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran ilmiah
vang dapat disumbangkan kepada bangsa dan negara untuk
menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan khususnya.
Dengan semakin tinggi aksi demo yang dilaukan oleh serikat
pekerja membuat kondisi tidak kondusif dan menimbulkan
kekhawatiran dari pihak pengusaha yang menyebbkan terjadi
perpindahan investor ke luar negeri, banyaknya perusahaan
vang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak
sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi sementara
lapangan kerja semakin berkurang. Hal ini sebenarnya tidak
perlu terjadi bila serikat pekerja dan perusahaan memiliki
komitmen vang tinggi untuk melaksanakan peraturan
ketenagakerjaan dengan baik dan benar.

Buku ini membahas bagaimana peran _
B memperjuangkan [ disatu sisi dan disisi
yvang lain serikat pekerja juga mempunyai fungsi sebagai
mediator yang baik antara pekerja dengan perusahaan
sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis.
Diharapkan dengan dihasilkannya model advokasi serikat
pekerja dalam buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan
pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan perusahaan
mapun pemerintah.
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BAB 1
PERANAN SERIKAT PEKER]JA DALAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Eksistensi Serikat Pekerja

Perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh sumber
daya manusia sebagai pekerja yang ada dalam perusahaan
untuk melancarkan aktivitas produksinya. Perusahaan perlu
merekrut, memelihara dan mempertahankan para pekerjanya
agar perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu
memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu,
hubungan kerja antara manajemen, pekerja, dan pemerintah
terjalin dengan baik agar keuntungan perusahaan dapat
tercapai. Sistem hubungan kerja yang terjadi antara pihak-
pihak yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang
diharapkan dalam proses produksi dinamakan hubungan
industrial (Prasetyo et al., 2015). Kelancaran usaha dalam
proses produksi terjadiapabila pihak-pihak dalam perusahaan
berhasil memelihara hubungan kerja pada lingkup industrial.
Pemeliharaan hubungan pekerja dilakukan oleh serikat
pekerja sebagai perwakilan pekerja dan manajemen yang
mewakili perusahaan. Serikat pekerja berperan menampung
aspirasi pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan
anggotanya agar di dengar oleh pihak manjemen perusahaan.
Manajemen berperan mengelola aset perusahaan antara lain
yaitu sumber daya manusia melalui kegiatan menjalankan
fungsi kompleks dalam hubungan kerja.
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Pada permulaan timbulnya revolusi industri, akibat
beroperasinya berbagai pabrik selalu merupakan sumber
keresahan bagi para pekerja karena pada masa itu terdapat
berbagai macam keadaan yang tidak menguntungkan
para pekerja seperti upah yang sangat rendah, jam kerja
yang panjang, kondisi kerja vang tidak manusiawi, vang
kesemuanya turut berpengaruh terhadap sikap antipati para
pekerjaterhadapparapemilik perusahaan, yang menimbulkan
reaksi. Salah satu bentuk reaksi itu ialah tumbuhnya serikat-
serikat pekerja yang dilandasi oleh kesadaran bahwa apabila
para pekerja berjuang sendiri-sendiri, mereka akan berada
pada posisi yang lemah. Sebaliknya apabila para pekerja
berjuang bersama, para pemilik modal dan perusahaan
terpaksa memberikan tanggapan sebab apabila tidak,
para karyawan tidak akan melakukan tugasnya berakibat
disrupsi pada proses produksi yang pada akhirnya akan
mendatangkan kerugian pada perusahaan. Jelaslah bahwa
ada beberapa alasan yang bersifat ekonomi, psikologikal,
dan pragmatikal mengapa para pekerja berkeinginan untuk
memperjuangkan kepentingannya dalam menghadapi
manajemen dengan menggunakan saluran organisasional
yang kini dikenal dengan istilah “serikat pekerja”. Pertama
: hasrat untuk diakui dalam arti bahwa dalam organisasi
serikat pekerja ia mendapat hak suara untuk turut
menentukan nasibnya sendiri. Kedua : melalui serikat pekerja,
mereka mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk
didengar pendapat dan masalahnya oleh manajemen. Ketiga
: melalui berbagai kegiatan yang dilakukan serikat pekerja,
para karyawan dapat meningkatkan pengetahuannya dalam
berbagai bidang diluar tugasnya sehari-hari seperti sosial dan
politik. Keempat: melalui serikat pekerja integritas kepribadian
seseorang dirasakan mendapat pengakuan dan penghargaan
yang wajat.

Terlihat dengan jelas sampai saat ini bahwa serikat
pekerja sangat berpengaruh signifikan dalam perannya
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Model Advokasi Serikat Pekerja

sebagai juru bicara para karyawan dalam memperjuangkan
kepentingannya vis of vis manajemen yang sesungguhnya
mempunyai kewajiban tidak hanya mencapai tujuan
organisasi yang dipimpinnya dengan efisien dan efektif, akan
tetapi juga kewajiban terhadap para pekerja dan bahkan juga
terhadap masyarakat luas. Dengan persepsi demikianlah
hubungan industrial ditumbuhkan dan dipelihara.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga
kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat
penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai
dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta
peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk
memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan
dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya,
serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan. Dalam era industrialisasi, masalah
perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat
dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yanggepat,
tepat, adil, dan murah. Dengan singkat dapat dikatakan

B idustrial

dan [l dalam perusahaan, serta peran serta pemerintah

sebagai yang mefgetapkan peraturan perundang-undangan
etensgaterinon. NS i~ -
I - bongkan [

B 12 pangan

I 2y ot (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003).

a7 4 NN




dalam Perjuangan Membela Hak-Hak Pekerja/Buruh

Hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi
antara pengusaha dan pekerja. hubunganini bersifat simbiosis
mutualisme di mana pekerja mendapat upah dari pengusaha
atas pekerjaannya, sementara pengusaha mendapatkan
hak atas hasil kerja pekerjanya. berbekal pemahaman dasar
konsep hubungan kerja setidaknya memberikan gambaran
bahwa baik pekerja maupun pengusaha sesungguhnya
mempunyai hak masing-masing yang harus diterima serta
kewajiban yang harus dijalankan. Keduanya mempunyai hak
menolak maupun menerima. Barulah hubungan kerja bisa
terjalin setelah melalui kesepakatan yang sesadar- sadarnya
dari kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha.

Ada 3 (tiga) komponen penting dalam hubungan kerja,
yakni:

a. Pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian kerja yang
telah disepakati. Disini,pekerja berkewajiban menaati
perjanjian tersebut dan menyelesaikan pekerjaan
yang telah digariskan sesuai dengan kemampuan
maksimalnya.

b. Upah pekerja atas kewajiban yang telah dilakukannya.
Setelah segala kewajiban ditunaikan, pekerja berhak atas
upah yang nominalnya telah disepakati bersama.

c. Perintah pengusaha kepada pekerja untuk menjalankan
kewajibannya. Selainitu, pengusahaberhak mendapatkan
perlakuan hormat, sopan, dan tingkah laku yang layak
dari pekerja begitu pula sebaliknya.

Dalam Era Global, khususnya pada saat ini Indonesia
menghadapi MEA, maka perusahaan-perusahaan di
Indonesia harus siap menghadapi tantangan global agar
tetap bisa survival. Dampak MEA dirasakan seperti tidak
ada lagi batas-batas suatu negara, demikian bebasnya
barang, jasa dan informasi menembus masuk dan keluar dari
suatu negara dan tidak terbendung lagi. Fenomena global
yang tidak bisa dibendung, menjadikan tantangan yang
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Model Advoka sih

berat bagi perusahaan untuk bisa mengembangkan bahkan
mempertahankan perusahaan untuk survival. Persaingan
semakin ketat menuntut perusahaan senantiasa dalam
keadaan yang kondusif, tidak ada demo yang dilakukan oleh
pekerja, terjalin hubungan industrialisasi yang harmonis
antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja dan dinas tenaga
kerja setempat. Kelangsungan perusahaan yang sustainable
menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan,
pekerja dan serikat pekerja. Dalam Konvensi ILO No.87
Tahun 1948 telah di ratifikasi Indonesia dengan keputusan
presiden No0.83 Tahun 1998 menegaskan bahwa pekerja dan
pengusaha, tanpa perbedaan apapun, memiliki kebebasan
untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi, baik
organisasi pekerja maupun pengusaha atas pilihan sendiri
dan tanpa dipengaruhi pihak lain. Dalam pasal 8 Konvensi
tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan hak-hak
dan kebebasan yang diatur dalam konvensi tersebut, pekerja
dan pengusaha harus tunduk pada hukum yang berlaku di
negara yang meratifikasi konvensi tersebut dalam hal ini
adalah Indonesia, maka berlaku Undang-Undang Dasar 1945
dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak seorang pun boleh menghalang-halangi pekerja
warga negara Indonesia untuk mendirikan atau bergabung
dengan serikat buruh manapun selama pendirian serikat
buruh memenuhi syarat yvang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Pekerja juga bebas memilih serikat
buruh yang ingin diikuti tanpa adanya pemaksaan dari pihak
manapun, namun apabila dalam suatu perusahaan terdapat
lebih dari satu serikat buruh, maka pekerja hanya boleh
bergabung pada salah satu serikat pekerja dalam perusahaan
tersebut. Konvensi ILO No.87 Tahun 1948 tentang kebebasan
berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi,
diratifikasi pada tanggal 9 Juni 1998 melalui Keputusan
Presiden No0.83 Tahun 1998 dan dua tahun kemudian
ditetapkan Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang serikat
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pekerja. Tujuan didirikannya serikat pekerja diatur didalam
pasal 4 ayat 1 Undang-Undnag No.21 Tahugg000 yaitu : 1)
Memberikan perlindungan, 2) Melakukanh
I 5
|
Fenomena yang terjadi masih banyak perusahaan yang
belum menyadari akan fungsi dari serikat pekerja, dimana
serikat pekerja dianggap oleh pemilik perusahaan sebagai
faktor penghambat kelancaran produksi karena serikat pekerja
merupakan motor penggerak demo pekerja menuntut hak-
hak yang melebihi dari yang diperjanjikan. Oleh karena itu
pengusaha menjadi trauma dengan kehadiran serikat pekerja
di perusahaan. Di satu sisi pekerja menganggap pemilik
perusahaan sebagai “musuh” bukan mitra kerja karena
pekerja berfikir bahwa pengusaha lebih mengutamakan hak-
hak pengusaha daripada kewajiban pengusaha yang diatur
secara undang-undang, sehingga merugikan pekerja. Hal
ini menyebabkan ketidakharmonisan hubungan industrial
yang disebabkan karena kesalahan didalam menilai peran
dan tanggungjawab pekerja dan pengusaha. Fenomena
ini sudah membudaya bahkan menjadi budaya dan etos
kerja bagi pekerja dan pengusaha. Budaya kerja yang tidak
baik ini tidak boleh berkelanjutan. Hubungan Industrial
merupakan hubungan antara para pelaku dalam proses
produksi barang atau jasa yang saling berkaitan, berinteraksi,
dan berkepentingan. Terpeliharanya hubungan industrial di
perusahaan dapat dilihat melalui tahapan hubungan yang
terjalin antara manajemen dan serikat pekerja, kesejahteraan
yang berhasil diperjuangkan oleh serikat pekerja dan

intensitas jumlah aksi mogok kerja yang mengindikasikan
tidak harmonisnya hubungan industrial.

Rumimpunu (2014: 123) menjelaskan  hubungan
industrial Indonesia berlandaskan sila- sila pancasila vaitu : 1)
sila pertama sebagai landasan spiritual hubungan industrial,
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dalam bekerja manusia tidak hanya mencari nafkah tetapi
mengabdi kepada tuhan dan sesama manusia; 2) sila kedua
sebagai landasan kemaanusiaan dengan menganggap pekerja
bukan sekedar faktor produksi tetapi sebagai mitra perusahaa;
3) sila ketiga sebagai dasar kesatuan yang diterapkan
berpedoman padatri darma yangmengandungasas partnership
dan tanggungjawab bersama antara pekerja, manajemen, dan
serikat pekerja sehingga tercipta saling merasa ikut memiliki,
memelihara, mempertahankan dan terus menerus mawas di
sila keempat sebagai landasan demokrasi, semua pihak dalam
proses produksi memiliki hak mengeluarkan pendapat yang
sama sehingga selalu mengutamakan musyawarah mufakat
dalam setiap pengambilan keputusan; 5) sila kelima sebagai
landasan perwujudan keadilan sosial dengan menerapkan
prinsip keadilan dalam lingkungan kerja di segala aspeknya
dengan menghindari kesewenangan manajemen kepada
pekerja sebagai pihak yang lemah. Untuk menjaga hubungan
industrial tetap baik sebaiknya serikat pekerja dan manajemen
memelihara komunikasi yang berkesinambungan agar
hubungan yang sudah baik dapat ditingkatkan dan berupaya
untuk memperbaiki yang belum baik. Masing-masing pihak
harus saling menyadari tugas dan kewajibannya vyang
didasari itikad baik dan menganggap sebagai mitra usaha
sehingga hubungan industrial dapat terus terbina dengan
optimal yang berdampak pada peningkatan kinerja pekerja,
dengan demikian kinerja perusahaan pun meningkat dan
dapat dinikmati bersama.(VFritje Rumimpunu, SH, MHillela,
2013)

B. Pengertian dan Peranan Serikat Pekerja di
Indonesia

Adapun pengertian dan peranan serikat pekerja di
Indonesia diatur di dalam Undang Undang No.21 Tahun 2000
pasal 1 dan pasal 4 sebagai berikut :
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diperusahaan

4

2. Serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan
/serikat

4

3. _/serikat buruh diluar
< N
I :ic- I

4. Federasi ||| N/ scrikat ]l adalah gabungan

serikat pekerja /serikat buruh,

5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah
gabungan federasi serikat pekerja/ serikat buruh,

6. Pekerja/bygmuh adalah setiap orang yang bekerja dengan
mencrims [

7. I
I | usahoan N

Za B
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memberi

/ serikat

_ konfederasi _/ serikat -
I - -
I / i kat
o B -
I / scrikat [
- ]

I 't pekerjaan,

10.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan,

C. Tujuan dan Fungsi Serikat Pekerja

Adapun tujuan dan fungsi serikat pekerja terdapat di
dalam pasal 4 Undang Undang No 21 Tahun 2000 tentang
serikat pekerja teyaitu :

Pasal 4
_/ serikat [ R
.

I <cluarganya.

/ serikat

I sc+ikat
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angkatannya,

I - ng berlaku,

E.
[a]
=
ag
4
:j|
3
g
e
'—*
]

m

saham di perusahaan.

Daripasal 1 dan pasal 4 tersebut diatas dapat disimpulkan
betapa pentingnya fungsi dan peran serikat pekerja yaitu
ant

lain :

1

M

pekerja/buruh [N
serta
emperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan

Dengan demikian serikat [l sebagai organisasi
kemasyarakatan berpengaruh signifikan untuk menjaga
kondisi yang kondusif di perusahaan maupun dimasyarakat.
Oleh karena itu perusahaan dengan cara sedemikian rupa
mengupayakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan
kepada organisasi serikat pekerja dalam rangka kerja sama
yang baik untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka
terjadilah hubungan hukum khususnya antara pengusaha
dan pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

N | SN
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Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban
masing-masing pihak, yang mana hak dan kewajiban tersebut
diatur di dalam peraturan perundang-undangan (salah

satunya Undang Undaggg No.13 Tahun 2003) serta dengan
adanya perjanyian kerj, NN - I
I

D. Sifat-Sifat [

B pekerja/serikat [l federasi dan konvederasi

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Bebas, yaitu sebagai organisasi dalam melaksanakan hak
dan kewajibannya tidak dibawah pengaruh dan tekanan
lain.

2. Terbuka ialah bahwa serikat pekerja dalam menerima
anggota dan/ atau memperjuangkan kepentingan
pekerja tidak membedakan aliran politik, agama, suku
bangsa dan jenis kelamin.

3. Mandiri, ialah bahwa dalam mendirikan, menjalankan
dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh
kekuasaan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain
diluar organisasi.

4. Demokratis, ialah bahwa dalam pembentukan
organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan
melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan
sesuai prinsip demokrasi.

5. Bertanggung jawab, ialah bahwa dalam mencapai tujuan
dan melaksanakan hak dan kewajibannya, bertanggung
jawab kepada anggota, masyarakat dan negara. (Tanti
Kirana Utami, 2013)

Oleh karena itu serikat pekerja tidak boleh membatasi
dirinya untuk kelompok- kelompok pekerja tertentu saja.
Serikat pekerja bisa sebagai mediator antara kepentingan
perusahaan dengan kepentingan pekerja agar hubungan

A 12 NN




I Perjuangan Membela |/ Buruh

industrial yang harmonis dapat tercipta. Peran Advokasi
serikat pekerja sangat dibutuhkan untuk memberikan

pemahaman kepada pekerja dan ak manajemen agar
taat hukum dalam melaksanakan b
B Advokasi
I dilakukan oleh [ manajemen dan

pemerintah.

E. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja
Adapun hak dari serikat pekerja yang telah mempunyai

n-ior bukti pencatatan yang sah antara lain yaitu :

5. Melaksanakan kegiatan lainnya

2

Adapun kewajiban serikat pekerja yang telah mempunyai
or bukti pencatatan ialah:

n

|
|

@

!
5
as
ag
5
-
o

F. Pembentukan [

Didalam pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2000
menjamin bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan
menjadi anggota serikat pekerja yang dibentuk oleh sekurang-
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kurangnya sepuluh orang pekerja. Setelah terbentuk serikat
pekerja harus memberitahukan secara tertulis kepada
instansi pemerintah vang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan setempatuntuk dicatat dengan melampirkan:

1. Daftar nama anggota pembentuk.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Susunan dan Nama Pengurus.
Federasi serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 5 (lima) serikat pekerja. Konfederasi serikat
pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi

serikat pekerja. Dalam suatu perusahaan diperbolehkan
memiliki lebih dari 1 (satu) serikat pekerja dengan catatan

1 (satu) orang yang telah menjadi pengurusggerikat pekerja
tidak boleh merangkap menjadi anggota h
lainnya. - pekerja,

dibentuk atas kehendak bebas pekerja tanpa ada
campur tangan manajemen, pemerintah, partai politik dan

pihak manapun, vang dibentuk berdasarkan sektor usaha,
jenis pekerjaan atau jenis lain sesuai kehendak pekerja.

G. Perlindungan Organisasi Serikat Pekerja Menurut
Peraturan Perundang- undangan

Keberadaan organisasi serikat pekerja di Indonesia diatur
_ dalam [

B dan 29 yaitu :
Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : Siapapun

I
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apapun,

/serikat [

2
-
g

Pasal 29 berbunyi :

N
]
[on
2]
ag
B
=4
oo
=3
sV]
C.
=
ah]
B
N
=
oL

Kebebasan berserikat sebagai hak dasar tidak bisa
dilepaskan dari pendekatan realitas kehidupan sosial
dan politik dengan berbagai aspek yaitu aspek ekonomi,
pendidikan, agama, kebudavaan, politik, sosiologi dan
sebagainya. Alasannya karena aspek-aspek tersebut sangat
berperan dimana manusia kehilangan banyak kesempatan
memperoleh kebebasan dirinya, sehingga diperlukan suatu
kepastian jaminan dari pemerintah sebagai penyelenggara
negara untuk melindungi pekerja dalam berorganisasi
memperjuangkan kehidupan yang layak yang dijanjikan oleh
pemerintah. Jaminan ini menjadi sangat penting mengingat
kaum pekerja adalah kaum marginal yang cenderung
tidak memiliki bargaining position power dalam bernegosiasi
menghadapi pihak pengusaha (Handayani, 2016). Bekerja
dan mendapatkan penghidupan yang layak ggerupakan salah
satu hak asasi manusia vang terdapat dalam_

menyatakan

I (tinya hak asasi manusia termasuk

hak atas kebebasan berserikat bukan pemberian negara akan
tetapi pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan di Indonesia
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mengakui bahwa sumber hak asasi manusia adalah karunia
Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak boleh diabaikan dan
dirampas oleh siapapun. Dalam hal ini pemerintah telah
mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan
untuk melindungi pekerja dari kekuasaan pengusaha dan
menempatkan pekerja pada kedudukan yang layak sesuai
dengan harkat dan martabat manusia, oleh karena itu
diperlukan campur tangan pemerintah sebagai pengatur dan
penengah antara hubungan pekerja dengan pengusaha.

H. Pengertigaga Hubungan Industrial Pancasila
Menumth .

an

Z.
o
3
3
3

o

= 1945. Menurut Abdul Khakim

diatas || bangsa

kebudayaan nasional Indonesia (Abdul Khakim : 2003).

industrial [
N D..

indsutrial,
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§|
=
B
2]
23
52
e 2
o
=g
BB

mengpsilkan pendapatan dan penghidupan bagi

PGI
)
]
-
Y
&
=

secara normatif
e harusnya dikontrol keserasiannya dengan nilai-
nilai Pancasila.

|. Fungsi dan Tujuan Hubungan Industrial Pancasila

Fungsi Hubungan Industrial Pancasila yaitu :

1. Menjadi sarana perwujudan trilogi pembangunan, yakni
pertumbuhan ekonomi yang sehat, pemerataan hasil-
hasil pembangunan serta stabilitas keamanan yang
dinamis.

kerja, terutama dalam hak berserikat dan proses tawar-
menawar dalam perundingan bersama secara bebas dan
bertanggung jawab.
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3. Menjadi sarana pengembangan kemitraan sosial yang
sehat dan luas melalui bipartisme dan tripartisme.

4. Menjadi salah satu landasan etika industrial, etika bisnis,
budaya perusahaan dan produktivitas.

5.Menjadi sarana untuk mengendalikan ekonomi pasar
dan Kkapitalisme yang cenderung makin meningkat
agar menjadi lebih manusiawi seraya untuk mencegah
ekses dari paham adu kekuatan secara bebas, serta
mengatasi ketimpangan pasar yang dalam banyak hal
mengorbankan pekerja.

Tujuan Hubungan Industrial Pancasila dibedakan
menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan
umum Hubungan Industrial Pancasila yaitu: mengemban
cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik
Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sedangkan tujuan khusus dari hubungan Industrial Pancasila
ialah terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha
(Industrial  Harmony and Economic Development). Yang
dimaksud dengan ketenangan kerja dan kemajuan berusaha
adalah kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja
yang mengandung unsur-unsur :

a. Terjaminnya hak semua pihak.

b. Bila muncul perselisihan diselesaikan dengan cara baik
melalui musyawarah dan mufakat.

c. Mogok dan penutupan perusahaan dihindari semaksimal
mungkin dan hanya dipergunakan sebagai upaya
terakhir.

d. Meningkatnya kesejahteraan pekerja, produktivitas dan
kemajuan perusahaan.
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Menurut Payaman Simanjuntak, 2003 tujuan Hubungan
Industrial Pancasila adalah :

a. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban
cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan
makmur.

b.Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

c. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban
kerja serta ketenangan usaha.

d.Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

e. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya
sesuai dengan martabat manusia.

Hubunganindustrial Pancasilaberlandaskan keseluruhan
dari sila-sila Pancasila yang saling terkait satu sama lain dan
tidak boleh menonjolkan yang satu lebih dari yang lain.

a.Undang Undang Dasar 1945, sebagai landasan
konstitusional.

b. Hubungan Industrial Pancasila berlandaskan pula
pada Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional.

c. Ketetapan MPR No.Ill Tahun 1978, sebagai landasan
struktural dan operasional.

d.Hubungan Industrial Pancasila mempunyai landasan
struktural dan landasan operasional pada Tap MPR
No.l Tahun 1978 yaitu pedoman penghayatan dan
pengamalan Pancasila.

e. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai
landasan operasional.

Dalam Hubungan Industrial Pancasila mengakui dan
menyakini bahwa bek

bukan hanya bertujuan mencari
nafkah saja, akan tetapi
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tuhannya, [} masyarakat, bangsa dan negara.

Hubugan Industrial Pancasila menganggap pekerja bukan
hany:;—

Industrial
Pancasila melihat bahwa pekerja dan pengusaha mempunyai
kepentingan yang sama yakni kemampuan perusahaan.
Dengan semakin tinggi kinerja perusahaan maka semua
pihak yang terkait dengan perusahaan akan menikmati
keberhasilan perusahaan. Bila terjadi perbedaan pendapat
antara pengusaha dan pekerja sebaiknya diselesaikan dengan
cara musyarawah untuk mencapai mufakat yang dilakukan
secara kekeluargaan. Oleh karena itu tindakan aksi mogok
penutupan perusahaan/pengerusakan tidak sesuai dengan
Prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila.

J. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan
Industrial yang Harmonis
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terciptanya
Hubungan Industrial yang harmonis yaitu :
1. Pemahaman peraturan perundangan dibidang Ketenaga-
kerjaan.
2. Kesejahteraan pekerja.
3. Keberadaan serikat pekerja.
4. Hubungan Kemitraan.
Pemahaman peraturan perundangan di bidang Ketenaga-
kerjaan merupakan hal yang harus dimengerti dan mendalami
suatu produk hukum khususnya di bidang Ketenagakerjaan,

sehingga dengan mengerti dan memahami peraturan tersebut
maka akan dapat menciptakan suatu keharmonisan suatu

hubungan kemitraan antara pekerja dan pengus .
Kesejahteraan pekerja merupakan satu
pekerja N

diluar
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dapat meningkatkan _ pekerjadiperusahaan

sehingga dapat menciptakan hubungan industrial yang
harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Keberadaan serikat pekerja di perusahaan sering kali
dipersepsikan negatif oleh manajemen perusahaan sebagai
awal timbulnya permasalahan di perusahaan. Persepsi yang
tidak tepat mengenai Hubungan Industrial antara pekerja
dan pengusaha, sering kali muncul ke permukaan seakan-
akan bahwa kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha
berada pada posisi yang bertentangan sehingga menimbulkan
konfrontasional. Tetapi sesungguhnya kedua kepentingan
tersebut merupakan kepentingan yang saling berkaitan
dengan interdependensi yang tinggi. Keberadaan serikat
pekerja di perusahaan justru dapat membantu pengusaha
dalam pengambilan kebijakan demi terciptanya Hubungan
Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Hubungan Kemitraan vyaitu suatu hubungan yang
terjalin erat dan harmonis antara pekerja dan pengusah
diperusahaan yang dilandasi dengan prinsip Hubungan
Industrial Pancasila, sehingga diharapkan akan terwujud
ketenangan kerja dan ketenangan usaha yang selanjutnya
dapat menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis
antara pekerja dan pengusaha (E, 2016).

Dari uraian terselgat diatas dapat disimpulkan bahwa
advokasi pelaksanaan]—
dibutuhkan peranan _ yang cukup signifikan
di dalam mengadvokasi pekerja dan pengusaha untuk

memahami peraturan perundangandibidangKetenagakerjaan
dengan baik, advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja, advokasi untuk menyadari pentingnya keberadaan
serikat pekerja dan advokasi untuk menciptakan hubungan
kemitraan yang harmonis. Serikat pekerja sebagai wakil
pekerja sangat berpengaruh terhadap kesuksesan terjadinya
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Hubungan Industrial Pancasila yang harmonis. Selain itu
peranan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap
terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dalam arti
kata pemerintah yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai
pembina pekerja dan serikat pekerja. Advokasi pelaksanaan
Undang- Undang No.21 Tahun 2000 juga menjadi kewajiban
Disnaker untuk lebih efektif didalam melakukan advokasi
untuk pemahaman peraturan perundang-undangan dibidang
ketenagakerjaan sehingga serikat pekerja, pengusaha dan
pekerja bisa sadar hukum dan melaksanakan Undang-
Undang No.21 Tahun 2000 dengan baik dan benar. Advokasi
pelaksanaan Undang-Undnag No.21 Tahun 2000 juga menjadi
kewajiban dari perusahaan, dalam arti kata perusahaan
bisa menerima keberadaan serikat pekerja di lingkungan
perusahaan, melibatkan serikat pekerja di dalam pembuatan
Kesepakatan Kerja Bersama, Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan dan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Dalam hubungan industrial terdapat 2 (dua) azas yaitu:

a. Equality before the law, vyaitu bahwa setiap orang
mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum yang
berarti walaupun secara kedudukan pengusaha lebih
tinggi dari pekerja tetapi secara hukum kedudukannya
adalah sama.

b. Equality and equity, yaitu hubungan industrial dapat
tercipta bila dilandasi asas kesetaraan dan keadilan,
kesetaraan disini berarti kedudukan vang setara antar
pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja
dan keadilan dalam hal pengaturan dan pelaksanaan hak
dan kewajiban.

Ada beberapa prinsip kemitraan dalam hubungan
industrial antara pengusaha dan pekerja yaitu:

1. Partner in Production, dimana pengusaha menyediakan
lahan fasilitas, material dan modal sedangkan pekerja
menyediakan pikiran dan tenaga untuk berproduksi,
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prinsip kemitraan ini biasanya dapat dilakukan dengan
baik,

2. Partner is Responsiblity yaitu pengusaha maupun peketja
memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan tujuan
bersama seperti perusahaan yang tumbuh dan berkembang
serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan
keluarganya. Secara umum prinsipini dapatdilaksanakan
oleh kedua belah pihak walaupun juga tidak sedikit
melaksanakannya.

3. Partner in Benefit adalah kedua belah pihak berhasil
melaksanakan kemitraan baik dalam produksi maupun
tanggung jawab sehingga tercapai tujuannya, maka
partnership berikutnya adalah bagi hasil atas benefit dan

tungan yang telah dicapai secara adil.
memiliki peran

dan [ uotuk [
melakukan ||| ] melakukan penin-
dakan || Urd:gg-Undang. Pengusaha

mempunyai peran dan fungsi untuk

sedangkan pekerja memiliki peran dagggFungsi

untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kewajiban,

I o I menyalurkan
B  demokrasi,

Hubungan industrial dilakukan dengan sarana melalui
ikat pekerja baik di tingkat perusahaan maupun nasional,
(LKS) Bipartit,
B Tripartit, peraturan perusahaan (PP), Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), Peraturan Perundang-Undangan dibidang
Ketenagakerjaan dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI).
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